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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Deskripsi Objek Penelitian
Kota Lubuklinggau (Dahulu Daerah Tingkat 11 berstatus Kota Madya)
adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera
selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0” - 103 ° 0' 0” bujur timur dan 3
°4'10” - 3 °22'30” lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu. Status "kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui
UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada Oktober 2001, Kota ini merupakan
pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.
Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang no . 7 tahun
2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan
72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling
barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40'
07 -103 ° 0' 0” bujur timur dan 3 ° 4' 10” - 3 © 22' 30” lintang selatan berbatasan
langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang secara
administratif mempunyai batas—batas sebagai berikut
Sebelah Utara . Berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas
Kabupaten Musi Rawas.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara
Beliti Kabupaten Musi Rawas.
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi
Bengkulu.

Sebelah barat . Berbatasan dengan Provinst Bengkulu
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Sesuai dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan
luas wilayah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah
(Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota
Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah
(Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota
Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota
perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera
Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan
dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya
berbagai arus lalu lintas tersebut, Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau
Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi
logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota
Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen.Di Kota Lubuklinggau masih terdapat
beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan kondisi
morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di wilayah
bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan
tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012

Implementasi Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membahas
tentang Pungutan Daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
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kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan berpedoman
pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Perda tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan dasar pengaturan

IMB adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Setiap kegiatan
pembangunan bangunan di wilayah Lubuklinggau, masyarakat terlebih dahulu
mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan
dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Pada prinsipnya, IMB bertujuan agar terjadi keselarasan antara lingkungan dan
bangunan. Selain itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun
aman bagi keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara
dengan Kepala Bagian Perizinan Usaha, sebagai berikut :

“Saya berharap masyarakat, para pengusaha terutama harus mengikuti

aturan yang ada atau yang berlaku seperti dalam membangun bangunan,

mereka terlebih dahulu harus mengantongi IMB. karena IMB itu kan demi

kepentingan mereka sendiri. Ya..supaya bangunan yang dibangun tersebut

aman bagi keselamatan mereka.”

(hasil wawancara mendalam pada 8 Maret 2016, pukul 08.18 WIB)
Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian
mekanisme yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk
mendapatkan izin berdasarkan berbagai perangkat hukum yang ada. Setiap
kegiatan membangun bangunan dikendalikan oleh instrument perizinan atau yang

lebih dikenal dengan sebutan [zin Mendirikan Bangunan (IMB).
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a. Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.  Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan
permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah;

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribus, adalah Pemungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota, untuk orang
pribadi atau badan.

8.  lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk

membangun baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka
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melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis yang berlaku.

9. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk
kepentingan pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong
retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu, dari
pemerintah kota yang bersangkutan.

11, Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat
melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usahakegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung
tersebut dalam batas satu pemilikan.

12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yangtidak

digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
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13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan, Membongkar,
memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian bangunan termasuk
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan
dengan pekerjaan pengadaan bangunan.

14, Bangunan Pemerintah adalah Bangunan yang pembangunannnya dibiayai
dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Propinsi maupun
APBD Kota.

15. Merubah Bangunan adalah Pekerjaan menggali dan atau menambah
bangunan yang ada sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau
meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan
tersebut;

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas
kapling / pekarangan.

17.  Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas
kapling / pekarangan.

18. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan
persyaratan teknisnya.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
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menggunakan folmulir, atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

21.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

22, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah.

25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang

terjadi serta menemukan tersangka.
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2. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun baru,
merehabilitasi/merenovasi, dan melestarikan/memugar bangunan wajib
memiliki IMB yang diterbitkan oleh Walikota.

2) Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada
kaidah rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.

3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan bagi pekerjaan-
pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan, memperbaiki ubin
bangunan, memperbaiki daun pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa
mengubah konstruksi rangka atap, memperbaiki lubang cahaya yang tidak
melebihi 1 m2 (satu meter persegi), membuat pemisah halaman dengan
material dan konstruksi sementara, serta memperbaiki langit-langit tanpa
mengubah jaringan utilitas bangunan, atau merobohkan bangunan yang
diperintahkan oleh Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggaraan
bangunan.

4)  IMB merupakan pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui
oleh Walikota dan diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi
bangunan dan/atau prasarana bangunan.

3. Proses dan Jangka Waktu Penerbitan

1)  Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi
formulir permohonan.

2)  Proses IMB terdiri dari proses permohonan keterangan rencana daerah

(advice planning) dan proses penerbitan IMB.
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3)  Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan bangunan gedung
yang meliputi :

1. proses penerbitan IMB bangunan pada umumnya; dan

2. proses penerbitan IMB bangunan untuk kepentingan umum.

4)  Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat Daerah.

5)  Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dengan
mempertimbangkan:

1. efisiensi dan efektivitas,

2. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan [uas tanah, dan/atau luas
bangunan yang mampu diselenggarakan Perangkat Daerah.

6) Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Jangka waktu
proses penerbitan IMB meliputi :

1. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi
dan dokumen rencana teknis dengan ketentuan:

2. jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen
administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah
memenuhi persyaratan kelengkapan;

dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum

memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk

dilengkapi/ diperbaiki.
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a. proses administrasi penyelesaian dokumen IMB dengan jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana
teknis untuk bangunan pada umumnya, termasuk setelah adanya
pertimbangan  teknis dart  Tim  Ahli  Bangunan  untuk
persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan tertentu.

b. proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi,
dan dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Pelayanan Administrasi [zin Mendirikan Bangunan

Pelayanan Administrasi IMB, meliputi

a. permohonan/pengajuan IMB;

b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai

pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan

keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang.

S. Prosedur Pengajuan Permohonan

Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan melalui beberapa
prosedur. Prosedur pengajuan IMB tersebut diantaranya pemohon mengajukan
permohonan IMB, penelitian persyaratan yang dilakukan oleh petugas perizinan
bangunan, survey pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh petugas
pengawasan, sampal dengan penerbitan IMB yang juga dilakukan oleh petugas
perizinan bangunan, selanjutnya prosedur terakhir dalam pelaksanaan pemberian
Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan pemberian sanksi, dalam rangka

penegakan hukum jika ada pemohon yang melakukan pelanggaran.
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Pada umumnya permohonan Ilzin Mendirikan Bangunan menempuh

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.Pemohon

yang ingin mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dapat mengajukan

permohonan dengan mengisi formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada

walikota ataupun melalui Seksi Dinas Perizinan Bangunan Di Lubuklinggau.

6. Objek Retribusi

Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perda Nomor

3 Tahun 2012 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Jenis

kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi

a.

b.

pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan;

pengurangan;

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi, perbaikan /perawatan, perubahan,

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Tabel 4.1.
Koefisien Luas Bangunan
No. Luas Bangunan Koefisien
1 | Luas sampai dengan 100 m2. 1,00
2 | Luas 101 s.d 250 m2 1,50
3 | Luas 251 s.d 500 m2 2,70
4t Luas 501 s.d 1.000 m2 4.00
S | Luas 1001 s.d 2.000 m2 5,00
6 | Luas 2001 s.d 3.000 m2 6,00
7 | Luas diatas 3.000 m2 7,00

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012
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Tabel 4.2.
Koefisien Tingkat bangunan
No. Tingkat Bangunan Koefisien
A Bangunan Rendah 1,00
1 1 Lantai 2.00
2 2 Lantai 3.00
3 3 Lantai 4,00
4 4 Lantai
B. Bangunan Tingg1 5,00
1 5 Lantai Selanjutnya
setiap
kenaikan
lantai
ditambah
0.50
Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012
Tabel 4.3.
Koefisien Peruntukan Bangunan
No. Peruntukan Bangunan Koefisien
1 Bangunan Sosial 0,50
2 Bangunan Perumahan 1,00
3 Bangunan Fasilitas Umum 1,00
4 Bangunan Pendidikan 1,00
5 Bangunan Kelembagaan / Kantor 1,50
6 Bangunan Perdagangan & Jasa Giro 2,00
7 Bangunan Industri / Pabrik 2,50
8 Bangunan Pagar 0.50
9 Bangunan Campuran 2,50
10 Bangunan Sarang Walet 1,00
11 Bangunan Menara atau tower 3.00
12 Bangunan lain — lain 2.00
Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012
Tabel 4.4
Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut
No. Lokasi Bangunan Koefisien
1 Jalan Arteri 2,00
2 Jalan Kolektor 1,50
3 | Jalan Lingkungan 1,00
4 Jalan Lokal 0.50

Sumber : Perda Kota Lubuklinggau No. 13 tahun 2012
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Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil perkalian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dengan memperhatikan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dibebankan kepada
pemohon izin. Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan. Besarnya tarif
retribusi ditetapkan sebesar |

a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.

b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.

¢. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.

d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin

7. Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis tercantum dalam Pasal 9
Perda Nomor 3 Tahun 2012, yaitu:
|. Permohonan IMB diajukan dengan dilampiri persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis.
2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Untuk membangun baru :
1. Keterangan rencana daerah (advice planning);
2. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta
Pendirian badan bagi pemohon badan;
3. Fotokopi sertifikat tanah ;

4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42461.pdf
77

5. Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila bangunan
didirikan di atas tanah orang lain;

6. Persetujuan dan pernyataan antar sepadan;

7. Data/Keterangan penyedia jasa perencanaan;

8. Gambar Rencana Bangunan;

9. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan Atas nama Objek Pajak;

10. Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang
fungsi khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus;

11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal/UKL-
UPL/ SPPLH bagi rencana kegiatan dan/atau usaha vyang
memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPUSPPLH, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Surat kuasa apabila kepengurusan perizinan dikuasakan kepada
orang lain ( melampirkan foto copy pemberi kuasa ).

b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan

1. keterangan rencana daerah (advice planning),

2. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopr akta
pendirian badan apabila pemohon adalah badan;

3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. data umum bangunan, meliputi:
1. fungsi/klasifikasi bangunan;

2. luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan;

3. ketinggian/jumlah lantai, dan
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4. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal.
b. rencana teknis bangunan gedung, meliputi

1. gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi bangunan
(siteplan) dan gambar rencana meliputi gambar denah, tampak,
potongan dan detail dengan skala;

2. gambar sistem struktur;

3. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);

4. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja’kayu apabila
bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar disertai
hasil penyelidikan tanah;

5. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah tinggal
tunggal dan rumah deret.

8. Ketentuan Jarak Bangunan

Ketentuan jarak bangunan dalam Kota ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Kolektor Primer diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 16 (enam belas)
meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari
sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

b. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Primer diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 12 (Dua belas)
meter dan jarak samping kiri’kanan/belakang minimal 2,5 meter dari
sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

c. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Sekunder diharuskan

berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 9,5 (Sembilan
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koma lima) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5
meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

d. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Primer diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 5 (Lima) meter
danjarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2.5 meter dari sepadan
atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

e. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Sekunder
diharuskan berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 3 (Tiga)
meter danjarak samping kiri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari
sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Primer
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (Tiga puluh
lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan
berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi
bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau
ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

g. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri
Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 20
(Dua puluh) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan
diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam
kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan
atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

h. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Kolektor

diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 16 (enam belas)
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meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

1. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Primer
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 12 (dua belas)
meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

j. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal
Sekunderdiharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 9,5
(Sembilan koma lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan
persimpangan diharuskan berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian
dalam kepondasi bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari
sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

k. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan
Primer diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 5 (Lima)
meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

I. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan

Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 3
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(Tiga) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan
berjarak 3 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi
bangunan dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau
ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bangunan dan bagian —bagian
Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pada tahap permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi
persyaratan tertentu, seperti halnya persyaratan administratif, biasanya kemudian
akan diproses. Hal ini1 diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kasubag Umum,
sebagai berikut:

“Yaa.untuk mengetahui apakah syarat-syarat yang ditentukan sesuai
dengan yang diajukan pemohon. Karena jika tidak lengkap berkas kita
kembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu artinya kita informasikan lagi
ke pemohon”.
(hasilwawancara mendalam pada 08 Maret 2016, pukul 10.20 WIB)
Pada saat pengajuan berkas, sering terjadi pemohon belum memenuhi
kelengkapan berkasnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Perizinan
non usaha bahwa :
“Seringkali pemohon datang kesini tapi belum lengkap berkasnya.Pastinya
kita tidak bisa memproses Pemohon harus kembali kesini dengan
melengkapi berkas-berkas dan persyaratannya.”

(hasil wawancara mendalam pada 08 Juni 2016, pukul 10.20 WIB)
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Menurut ketentuan yang berlaku, penelitian persyaratan Izin Mendirikan
Bangunan selain dilakukan pengecekan administrasi syarat-syarat yang dimaksud,
juga dilakukan pengecekan ke lapangan untuk maksud dan keperluan tertentu,
seperti memverifikasi syarat yang sudah dijajukan oleh pemohon.Pada waktu
pengecekan ke lapangan, didapatkan informasi yang menyeluruh dan memadai
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan setelah
Izin Mendirikan Bangunan nanti diterbitkan dan dilakukan kegiatan sesuai dengan
yang diizinkan. Setelah berkas kelengkapan administratif dan teknis terpenuhi,
tahap selanjutnya adalah penghitungan retribusi.
9.  Wilayah Pemungutan

Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah Kota Lubuklinggau. Tata Cara

Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi:

a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

c. Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi. pada saat
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

d. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

e. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil

penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1
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x 24 (satu kalidua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Walikota.

f. Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.

g. Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

10. Penagihan

a. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
didahului dengan Surat Teguran.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

c. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

d. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

e. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.
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f. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

g. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

i.  Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

j. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

k. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

I. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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11. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

a. Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus
sesual dengan persyaratan teknis.

b. Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

c. Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3(tiga)
kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7(tujuh) hari
kalender.

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan
vang telah memiliki izin dilaksanakan, oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah teknis pembina
penyelenggara bangunan.

e. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan
keandalan bangunan.

f. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat,
dan pengenaan sanksi.

g. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB dalam rangka
pembinaan penyelenggaraan bangunan.

h. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada
bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB serta
bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
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i. Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1(satu)
kali.

j- Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan IMB

melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB kepada
Walikota.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam | (satu) bulan.

12. Sanksi

a. Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi
dan/atau pelestartan/pemugaran bangunan tanpa dilengkapi IMB dapat
diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera.

b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi
dan/atau pelestarian /pemugaran bangunanyang dilengkapi IMB tetapi
dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan
dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya segera,
pembatasan kegiatan, pemberhentian sementara dan pembekuan izin,
pemberhentian tetap dan pencabutan izin dan/atau dibongkar.

c. Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan
tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33ayat (3) dan tetap
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi

pembatasan kegiatan pembangunan.
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d. Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis
ketiga diterima.

e. Pemilik dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan
pembekuan IMB jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
pemilik tidak melaksanakan peringatan tertulis.

f Pemilik dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan IMB dan/atau surat perintah pembongkaran bangunan jika
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
dikenakannya sanksi penghentian sementara bangunan dan pembekuan
IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak melaksanakan
peringatan tertulis dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

g. Apabila paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan,
pemilik tidak mematuhi perintah tersebut, Walikota atas biaya dan
resiko pemilik dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau
sebagian.

h. Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan
kepada pemilik, ditambah denda administrasi paling banyak 10%
(sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.

i. Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik hunian rumah tinggal

yang tidak mampu.
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IMB dapat dibekukan atau dicabut apabila :

a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti tidak
benar.6 (enam) bulan setelah diberikannya lzin, pemilik IMB belum memulai
pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/
merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan, tanpa
memberikan penjelasan.

b. setelah pekerjaan pembangunan bangunan baru atau
merehabilitasi/merenovasi bangunan atau melestarikan/memugar bangunan
dimulai ,diberhentikan berturut turut selama lebih dari 12 (dua betas) bulan
tanpa penyelesaian dan penjelasan.

c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau merehabilitasi/
merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar bangunan menyimpang

dari rencana yang telah disahkan dalam Keputusan tentang IMB.

C. Pembahasan

Isi pembahasan pelaksanaan implementasi Kebijakan Retribusi IMB in1 di
tekankan pada indikator implementasi menurut Edward yaitu :
1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi

kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan
(implementor).” Secara umum jika kaitan antara pelaksanaan Perda Nomor 3
Tahun 2012 dengan teori Edwards (Winarno, 2002:126) membahas tiga hal
penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

a. Transmisi
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Sebelum pejabat kota lubuk linggau dapat mengimplementasikan suatu
keputusan, mereka harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan
suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu
merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya dan masih
ditemukan keputusan-keputusan yang diabaikan atau seringkali terjadi

kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan tersebut.
b. Konsistensi

Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan,
tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan
memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
Hal inilah yang menjadi kendala dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun
2012 ini.

c. Kejelasan
Edwards, mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidakjelasan
komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan,
keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat,
kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam
memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan
dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2.  Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan
agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni

kompetensi implementor, sumberdaya materi/fasilitas dan sumberdaya finansial.
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Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi
dokumen. Dalam implementasinya sumber daya yang dipunya sudah sangat baik
sehingga implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini diprediksi akan terus
membaik.

3. Disposisi (Kecenderungan atau Tingkah Laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat
atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4.  Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstandar (standard operating
procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak.
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan
dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks,
yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Kendala Implementasi Kebijakan Retribusi IMB
1. Komunikasi kepada Masyarakat

IMB dalam kerangka pengendalian, penggunaan lahan dalam perwujudan

rencana kota, berfungsi sebagai alat pengendali pembangunan yang penting,selain

tercermin dari lingkup aturan segi teknis, kaitan IMB sebagai alat perwujudan
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rencana kota, dikukuhkan dalam landasan penetapan Peraturan Bangunan dan
dapat dipakai untuk mengendalikan penggunaan lahan. Dalam rangka
pengendalian penggunaan lahan melalui pelaksanaan penegakan hukum IMB
tersebut tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh instansi-instansi yang
berwenang saja melainkan diikuti pula dengan kesadaran masyarakat untuk
melaksanakannya. Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan
pengelolaan lingkungan (Siahaan, 2004 : 215).

Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota
Lubuklinggau masih rendah. Kurangnya kesadaran hukum merupakan faktor yang
paling utama. Dengan demikian dapat dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman,
pola sikap, dan pola perilaku masyarakat itu sendiri mengenai objek yang
bersangkutan yaitu mengenai IMB. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara
dengan Staf Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau, sebagai
berikut :

“Kesadaran masyarakat masih kurang. kayak mereka kebanyakan kita

kasih aturan jarak bebas kanan kiri.. mereka masih mikir ya tanah saya..

saya mau bangun kayak apa terserah.”

(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)
Sebagian dari masyarakat di wilayah Kotal.ubuklinggau tidak sadar akan manfaat
dari IMB tersebut, kecuali masyarakat tersebut memiliki kepentingan dalam hal
pengajuan kredit di bank. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Staf
Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau,sebagai berikut :

“Masyarakat masih belum mengerti apa gunanya IMB, kecuali kalau

mereka mau pinjam duit baru bikin IMB. karena syarat aja. Kalau bisa di
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survey di Kota saya rasa belum ada 50% rumah di Lubuklinggau yang

ada IMB”
(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)
Kurangnya kesadaran masyarakat, dapat dilihat dari berbagai alasan mereka tidak
memiliki IMB. Seperti dalam hal pengurusan IMB prosesnya berbelit-belit. Hal
ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Mr. X, warga yang sedang
membangun rumah di wilayah Kota Lubuklinggau, sebagai berikut
“Prosedurnya berbelit-belit.. pengalaman ya kalau birokrasi ya biasanya
begitu. Terus biaya..kalau antara prosedur sama biaya kan terkait. Mungkin
karena biava dan prosedurnya kita tidak paham”.
(hasil wawancara mendalam pada 9 Maret 2016, Pkl. 10.35 WIB)

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang merupakan
salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam rangka upaya
implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat
tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana
tersebut sangat kurang. Hal inilah yang akan berdampak buruk terhadap
pelaksanaan Perda ini.

Dari hasil observasi, Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
aparat telah bekerja keras supaya pelayanan yang kami berikan kepada
masyarakat bisa lebih baik, tetapi itu semua belum cukup karena masih juga
terdapat keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama
dalam masalah fasilitas yang terdapat di Lubuklinggau Pada saat masyarakat

berada diruang tunggu, mereka masih merasa kepanasan karena tidak ada AC

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42461.pdf
93

yang disediakan. Serta juga masih banyak yang berdiri karena kurangnya kursi
yang tersedia.
3.  Disposisi

Pegawai sebagai pelaksana tugas pelayanan 1zin Mendirikan Bangunan itu
sendiri secara kuantitas masih kurang memadai, yang menyatakan bahwa jumlah
aparat yang tersedia tidak sesuai dengan beban kerja yang ada. Di Lubuklinggau
ini pegawai yang ada itu masih sangat kurang, padahal dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat memang membutuhkan tenaga kerja yang
lebih banyak lagi. Mengenai masalah ini sudah saya bicarakan dengan Walikota
Lubuklinggau serta Sekda supaya bisa menambahkan pegawai, agar pekerjaan
yang kami kerjakan bisa selesai tepat waktu, dengan begitu masyarakat juga akan
merasa lebih puas terhadap pelayanan yang kami berikan.
4. Struktur Birokrasi

Prosedur yang berbeli-belit memang dapat dilihat dari banyaknya
persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengajukan IMB. Prosedur yang
dilakukan pada saat mengajukan IMB seperti pemohon diwajibkan memiliki
Ketetapan Rencana Kota (KRK) dimana untuk mendapatkan KRK ini pemohon
harus mengurusnya di bagian Tata Ruang. Namun, tidak semua masyarakat
tingkat kesadarannya rendah dalam memiliki IMB. Hardono, seorang warga di
Kota Lubuklinggau menanggapi hal tersebut dengan cara pandang yang berbeda.
Meskipun belum paham dalam mengurus IMB, tetapi Hardono mendapat
informasi dari teman dan RT setempat untuk mendaftarkan bangunannya ketika
ingin membangun bangunan. Hal initerlihat dalam wawancara penulis dengan

Hardono, warga KotaLubuklinggau, sebagai berikut :
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Qoh..iyalah, saya urus itu semua. Sebelum sava mulai membangun kok,

saya diberitahi teman saya dan juga R1 setempat untuk mengurusnya di

Perizinan KotaLubuklinggan. Jadi sayva harus mendafiarkan bangunan

saya serta siteplan bangunan ke 1ata Ruang Kota.

(hasil wawancara mendalam pada 09 Maret 2016, Pkl. 15.30 WIB)
Berdasarkan paparan di atas, masih ada sebagian warga masyarakat yang sadar
akan himbauan dari pemerintah dalam kepemilikan IMB. Biasanya himbauan
akan kepemilikan IMB diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas
perizinan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Staf Perizinan
Bangunan Kota Administrasi Lubuklinggau, sebagai berikut:

“Per tahun ada sosialisasi..kayak tadi bu ade ke Kotal.ubuklinggau.. ada

sosialisasi. Kita menginfokan ke masyarakat bahwa mengurus IMB ity

tidak sulit dan kadang-kadang dipersulit karena menggunakan jasa
calo”.

(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 10.20 WIB)
Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa pemohon yang mengurus IMB melalui
jasa calo, biasanya pemohon yang memilih menggunakan jasa calo karena tidak
mengetahui prosedur dalam mengurus IMB serta tidak ada waktu untuk mengurus
IMB dan beranggapan bahwa waktu mereka lebih berharga untuk bekerja

dibandingkan dengan harus meluangkan waktu dalam mengurus IMB.

kepada masvarakat tentang prosedur permohonan IMB diantaranva dilakukan
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mengurus IMB. Biasanya sosialisasi dilakukan per tahun sebanyak 2 (kali) di
wilayah Kotal.ubuklinggau dan yang memberikan pengarahan sosialiasi tersebut
adalah pihak dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Lubuklinggau.

Persyaratan yang sama dan diminta secara berulang-ulang untuk berbagai
jenis izin. Persyaratan yang ditetapkan sering kali sulit untuk diperoleh.
Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang
tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para pengusaha kecil. Izin mendirikan
bangunan disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan
sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah/toko dengan terencana akan menjamin
kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Rumah merupakan kebutuhan
yang sangat krusial bagi manusia, sedangkan toko merupakan bangunan untuk
melakukan kegiatan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada
dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus
didasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu
pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah.
Sehingga dengan adanya sertifikat izin mendirikan bangunan akan memberikan
kepastian berarti biaya yang wajar dan dapat diverifikasi.

Kepastian waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan
masyarakat dari pemerintah. Kepastian tersebut mencakup lamanya waktu yang
dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. Lamanya
pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat

bagi proses perencanaan dan penjadwalan mereka, dan pemerintah sebagai
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penyedia pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Masyarakat
tentu saja berharap bahwa lamanya proses pengurusan izin tidak berlarut-larut.
5. Biaya perizinan
Biaya pengurusan izin kadang menjadi keengganan tersendiri bagi pelaku
usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan dan mereka
sering menduga-duga. Penyebab persepsi besarnya biaya disebabkan karena
pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, dan karena
adanya pungutan liar. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;
a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.
b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.
c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.
d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin.

Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Koefisien Lokasi Bangunan
NO LOKASI BANGUNAN KOEFISIEN
1 Jalan Arteri 2,00
2 Jalan Kolektor 1,50
3 Jalan Lingkungan 1,00
4 Jalan Lokal 0.50

Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2012 kota Lubuklinggau

Biaya administrasi merupakan kendala yang dialami oleh para masyarakat
yang tidak mempunyai uang dan pendapatan kecil. Sesuai realita yang ada pada
pembahasan sebelumnya bahwa memang di Lubuklinggau masth banyak
masyarakat yang sudah membangun namun belum memiliki IMB, ini disebabkan
karena ketidakmampuan dalam membayar retribusi IMB dan rata-rata tingkat
pendapatan mereka tergolong kecil. Hal ini diuangkapkan oleh salah seorang

masyarakat yang belum mengurus IMB.
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“Kami tau sebenarnya IMB itu sangat dibutuhkan, tetapi yang menjadi
kendalanya yaitu biaya yang harus kami keluarkan. Coba bayangkan saja
untuk membangunkan rumah saja kami masih ngutang sana ngutang sini,
bagaimana harus membayar biaya untuk mengurus IMB. Saya rasa itu
akan menambahkan beban bagi keluarga saya” (wawancara X pada
tanggal 12 Maret 2016)”.

S. Kontribusi IMB dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
Pasal / angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001:128)
Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang
bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari:
pajak daerah, restribust daerah, laba dart badan usaha milik daerah (BUMD), dan
pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina
Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas
desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh
daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai
dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan
dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan

pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak
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hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan
kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap
sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya
keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal
yang dikehendaki setiap daerah.(Mamesa, 1995:30).

Tahun lalu, realisasi retribusi dari l1zin Mendirikan Bangunan (IMB) yang
dipungut sebesar Rp 2.221.878.361.Padahal, angka vyang ditargetkan Rp
2.750.000.000.1tu artinya, ada kekurangan Rp 528.121.638.Berbeda dengan
pendapatan dari retribusi lzin Gangguan (HO). Dari target Rp 300.000.000,
realisasi retribusi tahun lalu mampu menembus angka 773.261.629. Atau ada
kelebihan sebesar Rp 473.261.629. Secara keseluruhan, target retribusi IMB dan
HO 2015 sebesar Rp 3.050.000.000, dengan realisasi sebesar Rp 2.995.140.000.
Jika dipersentasikan, realisasi pendapatan retribusi yang dipungut sebesar 98,2
persen.

Data pendapatan dari retribusi IMB dan HO bukan merupakan angka
keseluruhan pendapatan dari dua izin dimaksud, karena angka yang dikeluarkan
BP2T Linggau hanyalah pendapatan dari IMB dan HO skala besar. Sedangkan
untuk IMB dan HO skala kecil merupakan wewenang Kota Harus ada penguatan
regulasi di semua lini.Seperti aturan tentang IMB, lzin Gangguan (HO) yang
memuat tentang jarak bangunan dengan jalan, ketentuan terhadap bangunan yang
sudah ada tapi dekat dengan jalan, ketinggian dan kekuatan bangunan, dan hal

lainnya.
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Sebagai salah satu bagian penting upaya perbaikan dan peningkatan
pelayanan, cara ini penting. Perbaikan dan peningkatan pelayanan itu sendiri
mesti dilakukan mengingat tidak tercapainya target pendapatan dari retribusi IMB
2015. Penyebabnya, apalagi kalau belum maksimalnya pelayanan. Khususnya
dalam pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses
penerbitan IMB. Keterlambatan penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak
tercapainya target PAD dari retribusi IMB, Dalam keterangan di laman resmi
Kominfo Linggau. Selain penguatan regulasi dalam urusan peningkatan pelayanan
juga membutuhkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,
khususnya dalam percepatan pelayanan penerbitan advis teknis sebagai syarat
perizinan.

Keterlambatan penerbitan IMB karena rekomendasi klarifikasi kawasan
yang diterbitkan oleh SKPD terkait, yang batas waktunya relatif lama, sehingga
menjadi keluhan dan beban pemohon IMB Hal lain yang juga menjadi harapan
dalam pencapaian target pendapatan dari retribusi IMB adalah mengenai kepastian
dan ketentuan yang jelas tentang aturan kewajiban masyarakat memiliki IMB
terhadap bangunannya Kepastian aturan wajib IMB ini perlu diketahui dan
dipahami masyarakat secara jelas dan berkekuatan hukum yang jelas pula dan
butuh penegasan dari pihak penegak peraturan di lapangan.

6.  Solusi alternatif Permasalahan
1)  Peningkatan Kerjasama Antar Aparat
Kerjasama antar aparat, baik antara pimpinan dan bawahan, antar sesama

pegawai dalam suatu organisasi, sangat diperlukan dalam mencapai tujuan
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organisasi tersebut. Begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
aparat hendaknya saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diemban.
Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih mudah, cepat, dan
tepat, maka kerjasama antar pegawai merupakan kunci utama. Karena antara
pegawai satu dengan pegawai lainnya itu saling membutuhkan Contohnya
pegawai yang dikasir kan tidak mungkin dia juga yang mengetik surat. Karena itu
sudah dibagikan tugasnya masing-masing agar pelayanan yang diberikan ke
masayarakat itu lebih efektif. Menurut pengamatan penulis memang menerapkan
sistem pembagian wewenang bukan pemisahan wewenang. Maksudnya adalah
aparat yang satu dengan yang lainnya bekerjasama dalam menyelesaikan suatu
tugas, tanpa tergantung pada bidang kerja masing-masing atau contoh kasus
misalnya, bila seorang aparat berhalangan hadir, maka aparat yang lain bersedia
menggantikannya sehingga pelayanan tersebut tidak tertunda. Sistem ini memang
cocok digunakan, karena mengingat aparat yang bertugas dalam pelayanan
berdasarkan fakta di lapangan kurang profesional antara beban tugas dan jumlah

aparat.

2) Pelatihan-pelatihan bagi aparat

Pelatihan bagi aparatur diperlukan dalam menunjang dan meningkatkan
keterampilan dan kemampuan aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,
oleh sebab itu hal ini adalah salah satu faktor penunjang bagi terciptanya
pelayanan yang lebih baik lagi, serta demi memperluas pengetahuan para aparat
untuk menjawab tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat yang semakin

beragam. Untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat,
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maka keterampilan dari pegawai itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kami
melakukan pelatihan-pelatihan bagi setiap pegawai kami agar kedepan mereka
tidak lagi ada masalah dalam menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat
karena mereka telah terlatih.
3)  Sosialisasi

Sosialisasi IMB merupakan aktivitas memperkenalkan aturan, program
kepada masyarakat agar mereka dapat memahaminya. Kegiatan sosialisasi ini
merupakan langkah yang tepat untuk memberikan informasi yang jelas kepada
masyarakat tentang fungsi dan peranan serta pentingnya IMB pada saat pendirian
bangunan hunian atau jenis bangunan lainnya. Kegiatan sosialisai merupakan
langkah yang ditempuh pemerintah Lubuklinggau untuk memberikan informasi
yang jelas kepada masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012, menyangkut tentang garis sempadan bangunan, garis sempadan
pagar, konstruksi bangunan, mekanisme prosedur pengurusan IMB serta sanksi
yang akan diberikan jikalau melanggar ketentuan yang diberikan. Kegiatan
sosialisai rutin dilakukan minimal 2 kali dalam Dalam upaya pengendalian
pemanfaatan ruang. Sosialisasi tentang IMB merupakan rujukan normatif yang
bersifat mengikat terhadap pendirian suatu bangunan, jika tidak dipahami oleh
masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat kurang peduli akan pentingnya
IMB. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperiukan adanya kegiatan
sosialisasi tentang IMB dan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan IMB itu sendiri sehingga masyarakat dapat memahami dengan
baik mekanisme dan prosedur, serta persyaratan yang diperlukan dalam mengurus

IMB serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan membahas
tentang Pungutan Daerah, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah,
untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan
berpedoman pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Perda tersebut.

2. Adapun kendala yang dihadapi adalah Komunikasi kepada masyarakat
dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Lubuklinggau masih rendah,
Struktur Birokrasi, Biaya perizinan, dan Waktu.

Penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin

(98]

yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB. Keterlambatan
penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak tercapainya target PAD
dari retribusi IMB.
B. Saran

1. Hendaknya mempelajari kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribus Izin Mendirikan Bangunan, demi peningkatan kualitas
pelayanan dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Mengatasi masalah-masalah dalam Implementasi Perda Nomor 3 Tahun
2012 demi peningkatan PAD dari segi retribusi IMB yang menjadi
penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin

yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB. Keterlambatan
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penerbitan IMB itulah yang menjadi faktor tidak tercapainya target PAD

dari retribusi IMB.
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LAMPIRAN 1
Pedoman Wawancara Narasumber
Implementasi:

1) Komunikasi,
a. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (fargef group) dari Perda
ini?.
2)  Sumber daya,
a. Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung pelaksanaan Perda?
b. Bagaimana keadaan kompetisi implementor dan sumber daya financial
dalam pelaksanaan Perda ini ?
3) Disposisi,
a. bagaimana sikap anda terhadap implementasi Perda ini?
4)  Struktur birokrasi
a. Bagaimana Prosedur dalam pelaksanaan Perda ini?

b. Apa saja kendala yang dihadapi ?
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LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara Narasumber

1. Apa saja kendala yang terjadi dalam implementasi Perda ini?

“Kesadaran masyarakat masih kurang. kayak mereka kebanyakan kita kasih
aturan jarak bebas kanan kiri.. mereka masih mikir ya tanah saya.. saya mau
bangun kayak apa terserah. Masyarakat masih belum mengerti apa gunanya IMB,
kecuali kalau mereka mepet mau pinjam duit baru bikin IMB. karena syarat aja.
Kalau bisa di survey di Kota saya rasa belum ada 50% rumah di Lubuklinggau

yang ada IMB”(hasil wawancara mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 11.10 WIB)

2. Bagaimana Prosedur Birokrasi dalam pelaksanaan Perda ini?

“Prosedurnya berbelit-belit. pengalaman ya kalau birokrasi ya biasanya begitu.
Terus biaya. kalau antara prosedur sama biaya kan terkait. Mungkin karena biaya
dan prosedurnya kita tidak paham. Banyak banger ya syaratnya.Prosesnya sih
mungkin 14(empat belas) hari, tapi kayaknya buat nyiapin persyaratannyabakalan
lebih lama dari itu tnh. Lagian rumah saya kan Cuma buat tinggal sama keluarga
aja, enggak perlu juga kali ya lzin Mendirikan Bangunan segala. Nanti kalau
emang perlu, ya baru buat.”(hasil wawancara mendalam pada 9 Maret 2016, Pkl.

10.35 WIB)

3. Apakah anda sebagai masyarakat sudah melakukan perijinan Mendirikan
Bangunan?
Ooh. iyalah, saya urus itu semua. Sebelum saya mulai membangun kok, saya

diberitahu teman saya dan juga RT setempat untuk mengurusnya di Perizinan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42461.pdf
110

Kota Lubuklinggau.Jadi saya harus mendaftarkan bangunan saya serta site plan

bangunan ke Tata Ruang Kota. (hasil wawancara mendalam pada 09 Maret 2016,

Pkl. 15.30 WIB)

4. Apa saja Upaya Pemerintah dalam memaksimalkan Implementasi ini?

“per tahun ada sosialisasi.. kayak tadi bu ade ke Kota Lubuklinggau.. ada
sosialisasi. Kita menginfokan ke masyarakat bahwa mengurus IMB itu tidak sulit
dan kadang-kadang dipersulit karena menggunakan jasa calo”.(hasil wawancara

mendalam pada 11 Maret 2016, Pkl. 10.20 WIB)

5. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan Perda ini?

“Kami tau sebenarnya IMB itu sangat dibutuhkan, tetapi yang menjadi kendalanya
yaitu biaya yang harus kami keluarkan. Coba bayangkan saja untuk
membangunkan rumah saja kami masih ngutang sana ngutang sini, bagaimana
harus membayar biaya untuk mengurus IMB. Saya rasa itu akan menambahkan

beban bagi keluarga saya” (wawancara X pada tanggal 12 Maret 2016)".

6. Apa vyang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) dari Perda
ini?.“Pemberian IMB digunakan sebagai prasyarat untukmendapatkan pelayanan
utilitas umum daerah yang meliputipenyambungan jaringan listrik, air minum,
telepon dan gas.Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah adalah untuk :

a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yangmenjamin keandalan

bangunan dari segi keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan kemudahan;,
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c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tatabangunan dan serasi
dengan lingkungannya;

d. syarat penerbitan sertifikasi laik jaminan fungsi bangunan.

Manfaat IMB bagi pemilik adalah :

a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan.

b. memperoleh pelayanan utilitas umum daerah.”

(Wawancara pada tanggal 13 Maret 2016)

7. Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung pelaksanaan Perda?

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami sebagai aparat
telah bekerja keras supaya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat bisa
lebih baik, tetapi itu semua belum cukup karena masih juga terdapat keluhan dari
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam masalah fasilitas
yang terdapat di Lubuklinggau Pada saat masyarakat berada diruang tunggu,
mereka masih merasa kepanasan karena tidak ada AC yang disediakan.Serta juga
masih banyak yang berdiri karena kurangnya kursi yang tersedia.” (wawacara

pada tanggal 14 Maret 2016)
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PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya perlu diatur
dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan masyarakat,
sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang
fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi
dan selaras dengan lingkungannya;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan
bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi
dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu
mengatur Izin Mendirikan Bangunan,;

c. bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi
Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada  masyarakat serta  mewujudkan
kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan ¢ perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau tentang Izin Mendirikan Bangunan

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981
Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 4114 );

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 4916 });

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049j;

10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168};

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 };

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655});

15. peraturan.....................
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

2

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

S. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

6. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan
permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah;

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk orang
pribadi atau badan.

8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun
baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka
melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis yang berlaku.

9.Retnibusi......................
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9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah kota yang bersangkutan.

12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat
melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan social, budaya, maupun kegiatan
khusus yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan
gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.

13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang
tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan, Membongkar,
memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian bangunan termasuk
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan
dengan pekerjaan pengadaan bangunan.

15. Bangunan Pemerintah adalah Bangunan yang pembangunannnya dibiayai
dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Propinsi
maupun APBD Kota.

16. Merubah Bangunan adalah Pekerjaan menggali dan atau menambah
bangunan yang ada sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau
meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti
bangunan tersebut;

17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas
kapling / pekarangan.

18. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan
pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas
kapling / pekarangan.

19. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

20. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan
persyaratan teknisnya.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan folmulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

23. Surat.....................
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23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangka.

BABII
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Prinsip, Proses, dan Jangka Waktu Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Umum
Pasal 2
(1)Setiap orang pribadi atau badan yang akan
membangun baru, merehabilitasi/merenovasi, dan

melestarikan/memugar bangunan wajib memiliki IMB yang
diterbitkan oleh Walikota.

(2) Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada
kaidah rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.

(3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan bagi
pekerjaan-pekerjaan memplester, memperbaiki retak
bangunan, memperbaiki ubin bangunan, memperbaiki daun
pintu/jendela, memperbaiki tutup atap tanpa mengubah
konstruksi rangka atap, memperbaiki lubang cahaya yang tidak
melebihi | m2 (satu meter persegi), membuat pemisah halaman
dengan material dan konstruksi sementara serta
memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas
bangunan atau merobohkan bangunan yang diperintahkan
oleh Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggaraan bangunan.

(4) IMB merupakan pengesahan dokumen rencana teknis yang telah
disetujui oleh Walikota dan diberikan untuk dapat memulai

pelaksanaan konstruksi bangunan dan/atau prasarana
bangunan.
Paragraf 2
Prinsip Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 3

(1) Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip pelayanan
prima, meliputi :
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prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;

pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;

keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;

aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan,
keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

poop

(2) Pemberian IMB digunakan sebagai prasyarat untuk
mendapatkan pelayanan utilitas umum daerah yang meliputi
penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

Pasal 4

(1) Manfaat IMB bagi Pemerintah Daerah adalah untuk :

a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang
menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;

c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata
bangunan dan serasi dengan lingkungannya;

d. syarat penerbitan sertifikasi laik jaminan fungsi bangunan.

(2) Manfaat IMB bagi pemilik adalah :
a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan.
b. memperoleh pelayanan utilitas umum daerah.

Paragraf 3
Proses dan Jangka Waktu Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

(1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan
mengisi formulir permohonan.

(2) Proses IMB terdiri dari proses permohonan keterangan rencana daerah
(advice planning) dan proses penerbitan IMB.

(3) Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan bangunan
gedung yang meliputi :
a. proses penerbitan IMB bangunan pada umumnya; dan
b. proses penerbitan IMB bangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

(1) Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Perangkat
Daerah.

(2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dengan
mempertimbangkan:

a. efisiensi dan efektivitas;

b. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas
tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan
Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 7

Jangka waktu proses penerbitan IMB meliputi :
a. proses pemeriksaan dan  penelitian/pengkajian dokumen
administrasi dan dokumen rencana teknis dengan ketentuan:

1. jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan
dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang
telah memenuhi persyaratan kelengkapan;

2. dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang
belum memenuhi persyaratan  kelengkapan, dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.

b. proses administrasi penyelesaian dokumen IMB dengan jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen
rencana teknis untuk bangunan pada umumnya termasuk setelah
adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan untuk
persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
tertentu.

C. proses pemeriksaan dan penelitian / pengkajian dokumen
administrasi dan dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud
pada huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

Pelayanan Administrasi IMB, meliputi

a. permohonan/pengajuan IMB;

b. pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan
sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan
melampirkan keterangan hilang tertulis dari instansi yang
berwenang.

BAB
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis, Penyedia Jasa
dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 9

(1) Permohonan IMB diajukan dengan dilampiri persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Untuk membangun baru :
1. Keterangan rencana daerah (advice planning);
2.Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta
pendirianbadan bagi pemohon badan;
3.Fotokopi sertifikat tanah ;
4.Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
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5.Surat perjanjian/pernyataan penggunaan tanah apabila
bangunan didirikan di atas tanah orang lain;

6. Persetujuan dan pernyataan antar sepadan;

7.Data/Keterangan penyedia jasa perencanaan;

8. Gambar Rencana Bangunan;

9. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan Atas nama Objek Pajak;

10.Rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang
fungsikhusus untuk bangunan gedung fungsi khusus;

11.Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal/UKL-UPL/ SPPLH bagi rencana kegiatan dan/atau usaha
yang memerlukan dokumen Amdal/UKL-UPUSPPLH sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12.Surat kuasa apabila kepengurusan perizinan dikuasakan

kepada orang lain( melampirkan foto copy pemberi kuasa ).

b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan
1. keterangan rencana daerah (advice planning);
2. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta
pendirian badana pabila pemohon adalah badan;
3. IMB yang akan direhabilitasi/direnovasi.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. data umum bangunan, meliputi:
1. fungsi/klasifikasi bangunan;
3. luas lantai dasar bangunan dan total luas lantai bangunan;
4. ketinggian /jumlah lantai; dan
5. rencana pelaksanaan, kecuali bangunan rumah tinggal.
b. rencana teknis bangunan gedung, meliputi
1. gambar arsitektur, terdiri dari peta situasi, gambar situasi
bangunan (siteplan) dan gambar rencana meliputi gambar
denah, tampak, potongan dan detail dengan skala;

. gambar sistem struktur;

. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);

.gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila
bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar
disertai hasil penyelidikan tanah;

5. perhitungan utilitas, untuk bangunan selain hunian rumah

tinggal tunggal dan rumah deret.

Paragraf 2
Penyedia Jasa dan Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB
Pasal 10

(1) Penyedia jasa penyusun dokumen rencana teknis harus memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

HWN

(2) Perencana dokumen teknis mengesahkan dokumen rencana
teknis tersebut dan = selanjutnya  bertanggungjawab  atas
kebenarannya.

(3) Pengurusan permohonan IMB dapat dilakukan oleh pemohon
sendiri, atau dapat dengan menunjuk penanggung jawab
perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan IMB yang
resmi (authorized person) dengan surat kuasa bermeterai yang
cukup.
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Bagian Kedua
Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

(1) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi
meliputi:

a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang
tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi
eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat
diubah /dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/prasarana,
seperti kabel, saluran, dan pipa;

b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik
bangunan, meliputi penampilan arsitektur, perluasan, atau
pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/atau tata ruang-
dalam,;

c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.

(2) Proses administrasi perubahan perizinan sebagai akibat
perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi:

a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian
dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem
struktur, dituangkan dalam as built drawings;

b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan
pada arsitektur, struktur, dan utilitas mekanikal dan elektrikal,
harus melalui permohonan baru/revisi IMB;

c. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus
melalui proses permohonan baru/revisi IMB dengan proses
sesuai dengan penggolongan bangunan untuk IMB.

(3) Proses penerbitan baru/revisi IMB akibat perubahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pada huruf b dan huruf c¢ dikenakan
retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan
tidak melampaui besarnya retribusi IMB pembangunan baru.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses administrasi
pelaksanaan penerbitan baru/revisi IMB meliputi persyaratan
dokumen perubahan rencana teknis, pemeriksaan dan

penelitian kembali, serta tenggang waktu, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN JARAK BANGUNAN
Pasal 12

Ketentuan jarak bangunan dalam Kota ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Kolektor Primer diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 16 (enam belas) meter
dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan
atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

b. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Primer diharuskan berjarak
dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 12 (Dua belas) meter dan jarak
samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau
ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;
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c. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lokal Sekunder diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma
lima) meter dan jarak samping kiri/kanan /belakang minimal 2,5 meter dari
sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

d. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Primer diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 5 (Lima) meter dan
jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 meter dari sepadan atau
ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

e. Untuk jarak bangunan disepanjang Jalan Lingkungan Sekunder diharuskan
berjarak dari As Jalan ke Pondasi Bangunan minimal 3 (Tiga)] meter dan
jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau
ketentuan lain dengan persetujuan antar sepadan;

f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri Primer
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (Tiga puluh
lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan
berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan
dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain
dengan persetujuan antar sepadan;

g Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Arteri
Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 20 (Dua
puluh) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan
berjarak S Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan
dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain
dengan persetujuan antar sepadan;

h. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Kolektor
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 16 (enam belas)
meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

i. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Primer
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 12 (dua belas)
meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 5
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

j- Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lokal Sekunder
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 9,5 (Sembilan koma
lima) meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan
berjarak 5 Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan
dan dari belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain
dengan persetujuan antar sepadan;

k. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan Primer
diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 5 (Lima) meter, dari
jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3 Meter dari
parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari belakang
minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan persetujuan
antar sepadan;

10
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l. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Lingkungan
Sekunder diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 3 ( Tiga)
meter, dari jarak samping kiri/kanan persimpangan diharuskan berjarak 3
Meter dari parit (saluran air) bagian dalam kepondasi bangunan dan dari
belakang minimal 1,5 meter dari sepadan atau ketentuan lain dengan
persetujuan antar sepadan;

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bangunan dan bagian -bagian
Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi IMB

Pasal 13

Atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi IMB.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Jenis kegiatan yang dikenai Retribusi IMB meliputi
a. pembangunan bangunan baru/perluasan bangunan;
b. rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi, perbaikan
/perawatan, perubahan, pengurangan;

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan wuntuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi IMB

Pasal 16
Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

(1) Tingkat penggunaan jasa [zin Mendirikan bangunan diukur dengan rumus
yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat
bangunan, penggunaan bangunan dan lokasi bangunan.

(2) Faktor......................
11
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(2) Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot
( koefisien ).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai

berikut :
a. Koefisien Luas Bangunan
N LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
6]
1 | Luas sampai dengan 100 m2. 1,00
2 | Luas 101 s.d 250 m2 1,50
3 | Luas 251 s.d 500 m2 2,70
4 | Luas 501 s.d 1.000 m2 4,00
5 [ Luas 1001 s.d 2.000 m2 5,00
6 | Luas 2001 s.d 3.000 m2 6,00
7 | Luas diatas 3.000 m2 7,00
b. Koefisien Tingkat bangunan
NO TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN
revisi
A | Bangunan Rendah
1 {1 Lantai 1,00
2 |2 Lantai 2,00
3 |3 Lantai 3,00
4 |4 Lantai 4,00
B. { Bangunan Tinggi
1 |5 Lantai 5,00
Selanjutnya
setiap
kenaikan
lantai
ditambah
0.50
c. Koefisien Peruntukan Bangunan
NO PERUNTUKAN BANGUNAN KOEFISIEN
1 Bangunan Sosial 0,50
2 | Bangunan Perumahan 1,00
3 | Bangunan Fasilitas Umum 1,00
4 | Bangunan Pendidikan 1,00
S | Bangunan Kelembagaan / Kantor 1,50
6 | Bangunan Perdagangan & Jasa Giro 2,00
7 | Bangunan Industri / Pabrik 2,50
8 | Bangunan Pagar 0.50
9 | Bangunan Campuran 2,50
10 | Bangunan Sarang Walet 1
11 [ Bangunan Menara atau tower 3.00
12 | Bangunan lain - lain 2.00
d. Koefisien......................

12
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d. Koefisien Lokasi Bangunan adalah sebagai berikut :

NO LOKASI BANGUNAN KOEFISIEN
1 |Jalan Arteri 2,00

2 | Jalan Kolektor 1,50

3 |{Jalan Lingkungan 1,00

4 |Jalan Lokal 0,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung dari hasil perkalian koefisien -
koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan, Struktur Dan
Besarnya Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dengan memperhatikan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dibebankan
kepada pemohon izin.

Pasal 19
(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar ;
a. Jalan Arteri sebesar Rp. 300.000,- per izin.
b. Jalan Kolektor sebesar Rp. 250.000,- per izin.
c. Jalan Lingkungan sebesar Rp. 200.000,- per izin.
d. Jalan Lokal sebesar Rp. 150.000,- per izin.

Bagian Kelima
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 20

(1) Besarnya retibusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4).

(2) Untuk Penambahan Bangunan yang akan direvisi IMB-nya, maka
perhitungan retribusi IMB-nya didasarkan pada seluruh luas bangunan
yang dimohonkan dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
pasal 19 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 ayat (4) dikurangi Luas Retribusi yang sudah dibayar.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 21
Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah Kota Lubuklinggau.
Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan Dan
Pembayaran Retribusi

Pasal 22

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Pasal23....................
13
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Pasal 23

(1) Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Penagihan

Pasal 25

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
didahului dengan Surat Teguran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesepuluh
Keberatan

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa  jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal27..........cc.........
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Pasal 27

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 28

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Kedua Belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(?) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas
Insentif Pemungutan

Pasal 32

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota berdasarkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah.
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BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB
harus sesuai dengan persyaratan teknis.

emi angunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksu
(2) Pemilik b 1 k bagai dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(3) Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7
(tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 34

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
bangunan yang telah memiliki izin dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah
teknis pembina penyelenggara bangunan.

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan
keandalan bangunan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan
masyarakat, dan pengenaan sanksi.

BAB VII
PENERTIBAN IMB

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB dalam
rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB
serta bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan
penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

(3) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1
(satu) kali.

(4) Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur Ilebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

BABVIIl......................
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BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 36

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan IMB
melaporkan pemberian IMB dan pembinaan terhadap pemberian IMB
kepada Walikota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Pembekuan, Pencabutan IMB dan Pembongkaran Bangunan

Pasal 37

(1) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru,
rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian/pemugaran bangunan
tanpa dilengkapi IMB dapat diperintahkan untuk diberhentikan
pelaksanaannya segera.

(2) Setiap kegiatan pembangunan bangunan baru,
rehabilitasi/renovasi dan/atau pelestarian /pemugaran bangunan
yang dilengkapi IMB tetapi dalam pelaksanaannya

tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diperintahkan
untuk diberhentikan pelaksanaannya segera, pembatasan
kegiatan, pemberhentian sementara dan pembekuan izin,
pemberhentian tetap dan pencabutan izin dan/atau dibongkar.

(3) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33
ayat (3) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran,
dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

(4) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis
ketiga diterima.

(5) Pemilik dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan
dan pembekuan IMB jika dalam waktu 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak pembatasan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemilik tidak melaksanakan peringatan
tertulis.

6) Pemilik dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan IMB dan/atau surat perintah pembongkaran bangunan
jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
dikenakannya sanksi penghentian sementara bangunan dan
pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak
melaksanakan peringatan tertulis dan/atau penyelesaian
atas sanksi yang dikenakan.

(7) Apabila paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (6)
disampaikan, pemilik tidak mematuhi perintah tersebut,
Walikota atas biaya dan resiko pemilik dapat membongkar
bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.

(B)Biaya......................
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(8) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dibebankan kepada pemilik ditambah denda administrasi paling
banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.

(9) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) ditanggungoleh Pemerintah Daerah bagi pemilik hunian
rumah tinggal yang tidak mampu.

Pasal 38

IMB dapat dibekukan atau dicabut apabila :

a. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin ternyata terbukti
tidak benar.

b. 6 (enam) bulan setelah diberikannya Izin, pemilik IMB belum memulai
pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau
merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar
bangunan, tanpa memberikan penjelasan.

c. setelah pekerjaan pembangunan bangunan baru atau
merehabilitasi/merenovasi
bangunan atau rmelestarikan/memugar bangunan dimulai
diberhentikan berturut turut selama lebih dari 12 (dua betas)
bulan tanpa penyelesaian dan penjelasan.

d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan baru atau
merehabilitasi/ merenovasi bangunan atau melestarikan/ memugar
bangunan menyimpang dari rencana yang telah disahkan dalam
Keputusan tentang IMB.

Pasal 39

(1) Pembekuan dan pencabutan IMB ditetapkan oleh Walikota secara
tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas
rekomendasi Perangkat Daerah teknis pembina penyelenggara
bangunan dan disampaikan kepada pemilik IMB dengan disertai
alasan-alasan pembekuan/ pencabutan.

(2) Pemilik IMB diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatannya
dan mohon peninjauan kembali pembekuan/pencabutan IMB
kepada Walikota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari ditetapkan dan disampaikan pencabutan IMB.

Pasal 40
Keputusan Walikota tentang penolakan dan pencabutan
IMB baru atau merehabilitasi/merenovasi bangunan atau

melestarikan/memugar bangunan dapat dimintakan peninjauan
kembali kepada Walikota dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah diterimanya penolakan pencabutan yang
bersangkutan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik.....................
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

[N

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negera.

BABXH.....ccoeviviiinn
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR
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